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NOMOR 19 2006 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAH RAGA (GOR)
DI KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA’ALA

BUPATI GARUT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan
Gelanggang Olah Raga secara berdaya guna,
berhasil guna, serasi dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam
bidang olah raga di Kabupaten Garut, maka perlu
mengatur Rencana Pembangunan Gelanggang Olah
Raga (GOR) di Kabupaten Garut;
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Mengingat

bahwa dalam rangka pelaksanaan efisiensi dan
efektifitas penggunaan anggaran dan memperhatikan
skala prioritas pembangunan yang tersirat di dalam
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2006-2009, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2004
tentang Rencana Pembangunan Gelanggang
Olahraga (GOR) di Kabupaten Garut perlu ditinjau
kembali;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3501);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4247);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun
2005;

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun
2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun
2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun
2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun
2004 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun
2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daeran Tahun 2005 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-
2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun
2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan
BUPATI GARUT
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